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	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA ………..
KECAMATAN CIPTA DESA KABUPATEN SITUBONDO

Jln Raya. …………………….. Kode Pos.........



KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …………..

Nomor ........... Tahun 20...
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSDES

MUSDES KHUSUS/MUSDES INSIDENTIL

PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DESA ........ KECAMATAN CIPTA DESA KABUPATEN SITUBONDO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....................
	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk  panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa khusus/insidentil dalam rangka Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa ............... Kecamatan Cipta Desa Kabupaten Situbondo;



	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

8. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

22. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);

23. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8);

25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);

26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 50);

27. Peraturan Desa .................... Nomor ........ Tahun 20.. tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor.....);

28. Peraturan Desa .................... Nomor ..... Tahun 20.. tentang Perubahan/Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor.....);

29. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun 20...  tentang Perubahan/Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa ............... Tahun 20.. Nomor.....);
30. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun 20...  tentang Perubahan/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. (Lembaran Desa ............... Tahun 20.. Nomor.....);
31. dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku);

	Memperhatikan
	:
	Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ................... Kecamatan Cipta Desa Kabupaten Situbondo pada hari ……. Tanggal ………….. 20.... membahas tentang Pembentukan Panitia musyawarah desa khusus/insidentil dalam rangka Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa ...............  Kecamatan Cipta Desa Kabupaten Situbondo.



	MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Panitia Musyawarah Desa khusus/insidentil dalam rangka Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



	KEDUA             
	:
	Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. menyiapkan dokumen kelengkapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
2. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musdes khusus/insidentil dalam rangka Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

3. menyiapkan akomodasi rapat;
4. menyiapkan daftar hadir;
5. menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;

7. melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.



	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA panitia musyawarah Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.



	KEEMPAT
	:
	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



	KELIMA
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di
:
Desa ...........................
Pada tanggal
:
....................20....
KETUA BPD .....................,

.............................................
LAMPIRAN
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .....................
Nomor
:
……. Tahun 20...
Tentang
:
Pembentukan Panitia Musdes Khusus/Insidentil Koperasi Desa Merah Putih



SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA MUSDES KHUSUS/MUSDES INSIDENTIL

PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
DESA........ KECAMATAN CIPTA DESA

KABUPATEN SITUBONDO

	NO
	NAMA
	JABATAN
	UNSUR

	1.
	.....................
	Ketua
	Sekretaris BPD

	2.
	.....................
	Sekretaris
	Anggota BPD

	3.
	.....................
	Anggota
	Perangkat Desa

	4.
	.....................
	Anggota
	LKMD

	5.
	.....................
	Anggota
	KPMD

	6.
	...........dan seterusnya.
	Anggota
	.....................


KETUA BPD .....................,

.........................................

